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ABSTRAK 
 
MUH MUALLIF HERU(B11111 906), Pelaksanaan Prinsip Mengenal 
Nasabah dalam Transaksi Perbankan Sebagai Upaya Pencegahan 
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Dibimbing oleh 
Muhadar sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan 
oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada transaksi 
perbankan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 
bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah pada transaksi 
perbankan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di BANK BRI 
cabang Somba Opu.dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
studi literatur yakni untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi 
sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber 
dari konvensi-konvensi, buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-
sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalu situs-
situs internet yang relevan. 
.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu upaya-
upaya yang dilakukan oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal 
nasabah pada prinsipnya adalah sama, yaitu harus berdasarkan pada 
pedoman standar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Setiap calon 
nasabah yang mau membuka rekening pada bank, harus mengisi formulir 
KYC (Know Your Customer Principles) yang disediakan oleh bank.Formulir 
KYC ada yang berupa CIF (Customer Identification Formulir) dan FIDN 
(Formulir Informasi Data Nasabah), dan formulir ini merupakan pedoman 
pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang ada pada setiap bank.Apabila 
bank mengalami transaksi yang mencurigakan (suspicious transactions), 
maka bank terlebih dahulu harus melakukan verifikasi terhadap transaksi 
tersebut. Apabila hasil verifikasi tidak meyakinkan pihak bank akan 
kebenaran transaksi tersebut, maka bank akan membuat laporan transaksi 
yang mencurigakan (suspicions transactions report/STR) dan melaporkannya 
kepada divisi khusus bank yang menangani masalah transaksi yang 
mencurigakan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong 
pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
tidak bertanggung jawab.Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun 
lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya illegal 
logging, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, 
penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-
kejahatan kerah putih lainnya.Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan 
menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. 
Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan 
tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak 
kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), 
terutama ke dalam sistem perbankan.Dengan demikian asal usul harta 
kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.Modus inilah 
yang disebut dengan pencucian uang (Money Laundering). 
Semangat menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencegah 
terjadinya kekacauan di masyarakat merupakan usaha yang patut didukung. 
Terlebih lagi, ada prinsip dasar yang nyaris hilang dalam kehidupan negara, 
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yakni ambruknya hukum akan memberikan ancaman serius terhadap 
hilangnya peradaban manusia. 
Tidak terkecuali bagi lembaga perbankan yang kegiatannya berkaitan 
dengan kepentingan orang banyak.Pertumbuhan transaksi dan banyaknya 
produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko 
terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan 
pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko 
yang akan timbul. 
Kesadaran akan perlunya suatu sistem pengaturan ini menjadi 
perhatian Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices 
(Basel Committee) yang keanggotaannya terdiri dari para gubernur bank 
sentral. Basel committeemerekomendasikan agar negara pesertanya 
mengadopsi dan menerapkan prinsip prudential regulation dan pengawasan 
perbankan. Rekomendasi itu dituangkan dalam Basel Accord I dan 
disempurnakan dalam Basel Accord II. Bank Indonesia menuangkan 
prinsip prudential dan pengawasan berdasarkan rekomendasi Basel 
Committee tersebut dalam berbagai peraturan. Ketentuan itu antara lain 
tentang kewajiban penyedian modal minimum, batas maksimum pemberian 
kredit, kualitas aktif produktif, kewajiban penyisihan penghapusan aktiva 
produktif, restrukturisasi kredit, dan laporan keuangan tahunan. Bank 
Indonesia juga mengadopsi Basel accorod dalam peraturan mengenai posisi 
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devisa neto pengawasan likuiditas, prinsip kehati-hatian dalam penyerapa 
modal, prinsip kehati-hatian dalam transaksi efek beragun asset maupun 
ketentuan yang bersifat self-regulatory banking yang mewajbkan bank 
menyusun ketentuan internal mengenai pedoman manajemen risiko.  
Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau 
yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas 
kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan 
adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.Prinsip Mengenal Nasabah 
yang lebih dikenal dengan Know Your Customer Principles (KYCP) adalah 
prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau 
kegiatan tranksaksi nasabah termasuk pelaporan tranksaksi yang 
mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. 
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan 
merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan 
bank. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip ini berarti bank telah 
menerapkan prudential banking(kehati-hatian), dengan demikian bank akan 
terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan 
bank itu sendiri. 
Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak 
yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa 
bank maupun Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank.Sesuai 
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dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu 
mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank 
yang sehat. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan 
bank adalah dimaksudkan sebagai : 
1.   tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan 
bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat 
dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; 
2.   tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan 
bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan. 
Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer 
principles) merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di 
Indonesia. Sebagai konsekuensinya tentu di dalam pelaksanaannya akan 
terdapat berbagai tanggapan baik yang bersifat pro maupun yang kontra. Ada 
kekhawatiran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini akan berdampak 
kepada nasabah dan volume bisnis pada industri jasa keuangan yang 
bersangkutan. 
Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan 
integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan 
sebagai alat kejahatan keuangan.Penerapan prinsip mengenal 
nasabah (Know Your Customer Principle) ini didasari pertimbangan bahwa 
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prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank 
dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah. 
Untuk melindungi kepentingan perbankan dan dalam hal 
penegakan prudential system, maka bank harus melakukan berbagai upaya 
antara lain: 
1.   Bank harus mengetahui identitas nasabah yang akan atau sedang 
menggunakan jasa perbankan (know your customer principles); 
2.   Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah 
sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan yang berkaitan 
dengan transaksi tersebut (prudential system) UU No 10 Tahun 1998 
Tentang Perbankan; 
3.   Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank 
harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang 
berlaku (bank secrecy). 
Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan 
mengenai pentingnya diterapkan oleh bank-bank tentang penerapan 
mengenali nasabah.Peraturan mengenai penerapan prinsip tersebut tertuang 
dalam Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 Lembaran Negara 2001 
No 78, Tambahan Lembaran Negara No 4107.Peraturan Bank Indonesia, 
selanjutnya disebut PBI ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenal 
Nasabah (Know Your Customer Principles). 
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Peraturan ini kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 
3/23/PBI/2001 tertanggal 13 Desember 2001 (Lembaran Negara 2001 No 
151, Tambahan Lembaran Negara No 4160). 
Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah tidak hanya 
terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia saja, tetapi juga ditegaskan dalam 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, 
selanjutnya disebut dengan UUTPU. Pasal 17 UUTPU menjelaskan bahwa 
setiap orang yang melakukan usaha dengan penyedia jasa keuangan harus 
menyerahkan identitas diri secara lengkap, disamping itu penyedia jasa 
keuangan juga harus memastikan orang yang melakukan hubungan usaha 
bertindak untuk diri sendiri atau orang lain. Jika bertindak untuk orang lain, 
maka penyedia jasa keuangan harus meminta informasi mengenai identitas 
pihak lain tersebut.Penyedia jasa keuangan yang dimaksud dalam penulisan 
hukum ini hanya terbatas pada bank. 
Prinsip Mengenal Nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan 
bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas 
nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi 
nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan 
supaya dilaporkan. Kewajiban pokok dari lembaga bank dalam Prinsip 
Mengenal Nasabah terdiri dari 4 (empat) hal, yakni: 
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1.   Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah; 
2.   Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah; 
3.   Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan 
transaksi nasabah; 
4.   Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. 
Implementasi dari Peraturan Bank Indonesia di atas telah disusun 
sebuah pedoman yang disebut Pedoman Standar Penerapan Prinsip 
Mengenal Nasabah.Pedoman ini dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran 
Bank Indonesia (SEBI) tanggal 13 Desember 2001 No 3/29/DPNP, yang 
dapat dipergunakan bank-bank sebagai acuan standar minimum yang wajib 
dipenuhi oleh bank-bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan 
Penerapan Prinsip mengenal Nasabah. Pedoman ini memperinci hal-hal 
penting mengenai kebijakan umum, prosedur penerimaan dan 
identifikasi (procedures for customer acceptance ami 
identification), pemantauan dan laporan (monitoring and reporting) dan 
pelatihan pegawai (employee training). 
Bila dipahami lebih jauh, Prinsip Mengenal Nasabah menguntungkan, 
baik bagi pihak perusahaan maupun bagi pihak nasabah sendiri. Transaksi-
transaksi yang dikelola perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut dapat 
dipastikan merupakan transaksi yang bersih.Dan, imbasnya, kepercayaan 
nasabah terhadap.perusahaan itu makin meningkat. Perusahaan tersebut 
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juga dapat menjadi perantara yang baik bila nasabahnya bertransaksi 
dengan nasabah perusahaan lain. Penerapan prinsip mengenal nasabah 
bukan hanya untuk memenuhi kepentingan perusahaan dan nasabah, tapi 
lebih jauh lagi.Penerapan prinsip tersebut merupakan kepentingan yang 
bersifat nasional. 
Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, ada ketentuan 
perbankan yang dikecualikan yaitu tentang asas kerahasiaan bank (bank 
secrecy). Ketentuan tentang asas kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang 
mewajibkan lembaga perbankan agar merahasiakan keterangan mengenai 
nasabah penyimpan dan simpanannya. 
Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh 
masyarakat (fiduciary financial institution), bank dihadapkan pada dua 
kewajiban yang saling bertentangan dan seringkali tidak dapat 
dirundingkan.Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap 
merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (duty of 
confidentiality) karena kewajiban ini timbul atas dasar adanya 
kepercayaan (fiduciary duty). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk 
mengungkapkan (disclose)keadaan dan catatan keuangan nasabahnya 
dalam keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah seringkali muncul konflik 
kepentingan(conflict of interest) yang dihadapi bank. 
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Soal rahasia bank ini.Bank Indonesia (BI) berkomentar bahwa 
ketentuan rahasia bank adalah suatu ketentuan yang sifatnya 
universal.Artinya, ketentuan kerahasiaan bank juga berlaku di dalam praktek 
dunia perbankan di seluruh negara.Pihak BI juga mengeluhkan bahwa 
selama ini banyak pihak yang memandang rahasia bank sebagai sesuatu 
yang negatif semata. BI menilai mereka sesungguhnya tidak menyadari 
peran kerahasiaan bank dalam melindungi kepentingan publik.Hal ini tentu 
tidak terlepas dari telah diakuinya manfaat dan kebaikan dari pengaturan 
(rahasia bank) yang sedemikian bagi kepentingan publik dan upaya memacu 
perkembangan ekonomi jangka panjang. 
Kalau dilihat dari undang-undang yang ada, khususnya Undang-
Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Prinsip Mengenal Nasabah 
sebenarnya bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank yang terdapat 
dalam Pasal 40 yang berbunyi: 
1. “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah 
Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 
44, dan Pasal 44 A”. 
2. “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi Pihak Terafiliasi”. 
Cakupan rahasia bank sesuai dengan UU No 10 Tahun 1998 terbatas 
pada nasabah yang mempunyai simpanan dalam bentuk giro, deposito, atau 
tabungan, yakni sisi pasiva bank. Sesuai dengan penjelasan Pasal 40, yang 
wajib dirahasiakan oleh bank hanya kedudukan nasabah sebagai penyimpan 
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dana. Rahasia bank adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap 
bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana 
masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek harus dirahasiakan. Hal tersebut 
berbeda dari definisi rahasia bank menurut UU No 7/1992 yang menyebutkan 
segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari 
nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.Dalam 
Pasal 40 Ayat (1) UU No 7/1992 dijelaskan, menurut kelaziman yang wajib 
dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala 
sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan 
badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.Dengan 
demikian, definisi rahasia bank menurut UU No 7/1992 lebih luas karena 
mencakup seluruh data mengenai keuangan nasabah. 
Kerahasiaan merupakan jiwa dunia perbankan yang sudah ada sejak 
dulu, Namun dalam praktek, kerahasiaan bank sering menimbulkan benturan 
antara privasi seseorang dengan kepentingan umum.Jika hal ini terjadi, yang 
harus dikesampingkan adalah kepentingan privasi.Masalahnya, sejauh mana 
makna kepentingan umum itu ditafsirkan. Disamping itu, adanya ketentuan 
penerapan prinsip mengenal nasabah berarti akan memperlonggar ketentuan 
asas kerahasiaan bank(bank secrecy). Dengan demikian kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga perbankan akan berkurang, dimana 
masyarakat tidak mau lagi menanamkan dananya pada bank dan 
 
 
11 
 
memindahkan dananya ke luar negeri. Hal ini tentu saja membuat lembaga 
perbankan ibarat memakan buah simalakama. 
Mengingat penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah hal yang 
relatif baru untuk industri jasa keuangan yaitu perbankan, maka tinjauan 
hukum dan penelitian terhadap efektivitas kebijakan yang sudah ada dan 
akan dikeluarkan pemerintah sedikit banyak. Dapat mempengaruhi 
pencegahan tindak pidana pencucian uang. 
Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul Pelaksanaan 
prinsip mengenal nasabah dalam tranksaksi perbangkan sebagai upaya 
pencegahan tindak pidana pencucian uang. 
B. Rumusan masalah 
a. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Bank dalam 
melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah pada transaksi 
perbangkan? 
b. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Bank dalam 
melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah pada transaksi 
perbankan? 
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C. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang di lakukan oleh Bank 
dalam melaksanakan    prinsip mengenal nasabah pada 
transaksi perbankan. 
b. untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 
Bank dalam melaksanakan    prinsip mengenal nasabah pada 
transaksi perbankan. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:  
a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, 
khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat 
melakukan penelitian tentang tindak pidana pencucian uang 
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan 
manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan 
kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.  
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
BAB II 
TINJUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “stratbaar feit”. Istilah 
strafbaar feit dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah 
yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering 
menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan dalam undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa 
pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Menurut Simon berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah 
sebagai berikut:1 
Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan 
kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. 
 
Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian 
tindak pidana sebagai berikut: 2 
                                                             
1Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar.  (PT Rafika Aditama: 
Bandung. 2011) hlm 98 
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Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan 
tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan 
dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggung jawab) 
Sementara menurut berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana 
adalah sebagai berikut:  
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang 
mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang atau diperintahkan 
oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.  
Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu 
perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal 
act, ada dasar pokok, yaitu “asas legalitas” (Principle of legality).Asas 
legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu 
dalam perundang-undangan. Hal ini dikenal dalam bahasa latin sebagai 
Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit (tidak ada delik, tidak 
ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).  
                                                                                                                                                                             
2Ibid Erdianto Effendi. hlm 99 
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Ucapan Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit berasal 
dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von 
Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur yaitu:3 
a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan 
undang-undang;  
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh 
digunakan analogi, dan  
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif 
dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai 
berikut:  
a. Unsur subjektif  
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (Anact 
does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit 
reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan 
                                                             
3Moeljatno.Asas-Asas Hukum Pidana. (PT Rineka Cipta: Jakarta. 2009) hlm 27 
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yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 
“kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:  
1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);  
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn); dan  
3. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan 
(dolus evantualis).  
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:  
1. Tak berhati-hati, dan  
2. Dapat menduga akibat itu.  
b. Unsur Objektif  
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yaitu sebagai berikut:  
1. Perbuatan manusia, berupa:  
a. Act, yaitu perbuatan aktif, dan  
b. Ommission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang 
mendiamkan atau membiarkan). 
2. Akibat (result) perbuatan manusia: 
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Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum.Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan, dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (circumstances)  
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan, dan  
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.  
4. Sifat dapat dihukum dan melawan hokum. 
Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan.Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh 
Hakim di pengadilan. 
Menurut Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa:4 
Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif.Unsur 
yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, 
suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan 
(omstandigheid).Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang.Sedangkan unsur subjektif adalah 
unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat 
dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaarheid), dan kesalahan. 
Seorang ahli hukum yaitu Simon, merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut: 5 
1. Diancam pidana oleh hukum;  
                                                             
4 Leden marpaung, Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana, (Sinar Grafika: Jakarta. 2005), hlm 
10. 
5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. ( Sinar Grafika: Jakarta , 2004), hlm 88. 
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2. Bertentangan dengan hukum;  
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan  
4. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.  
 
B. Hukum Perbankan 
1. Pengertian hukum perbankan 
Hukum yang mengatur masalah perbankan menurutdisebut hukum 
perbankan (Banking Law) yakni merupakan seperangkat kaedah hukum 
dalam bentuk peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, dan 
lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai 
lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus 
dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, 
tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis 
perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi 
bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.6 
Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan menurut adalah sebagai 
berikut :7 
                                                             
6Muhammad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung :Citra Aditya 
Bakti, 1993), hlm 10. 
7Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern (Bandung:PT: citra Aditya Bakti, 1999),hlm 14 
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a. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, 
kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan 
tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban bank. 
b. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi 
dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan 
hukum pengelola, seperti PT. Persero, Perusahaan Daerah, 
koperasi atau perseroanterbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, 
seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing atau bank 
asing. 
c. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk 
mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan 
perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, 
antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.  
d. Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan 
dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, 
Bank Sentral, dan lain-lain.  
e. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak 
dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, 
insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain. 
“Berdasarkan PBI Pasal 1 angka 5 No.7/7/PBI/2005 Jo. No. 
10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah transaksi 
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keuangan adalah pemanfaatan produk dan atau jasa perbankan maupun 
produk dan atau jasa lembaga keuangan lain dan atau pihak ke tiga lainnya 
yang ditawarkan melalui bank.”  
Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi keuangan berkaitan 
dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu dicatat 
bahwa sistem transaksi dari berbagai bank di Indonesia berbeda-beda 
karakteristiknya. Hal ini bergantung pada produk perbankan masing-masing 
bank. Transaksi sangat berhubungan erat dengan kontrak, menurut Pasal 
1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kontrak atau perjanjian adalah 
kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang 
disetujui oleh mereka. Dalam melakukan sebuah kontrak dan transaksi harus 
sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatan dirinya, kecakapan 
untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan, adanya suatu hal tertentu, 
dan sesuatu yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang halal dan tidak 
melanggar hukum. Menurut Rachmadi Usman.8 
Sistem Keuangan didefenisikan sebagai suatu sistem yang terdiri 
dari sistem moneter dan diluar dari sistem moneter.Sistem moneter ini 
terdiri dari otoritas moneter dan diluar otoritas moneter.Sistem moneter 
terdiri dari otoritas moneter, yang mempunyai kemampuan untuk 
menciptakan uang primer dari bank-bank pencipta uang giral, sedang 
                                                             
8Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia,(Jakarta:PT.Garamedia Pustaka 
Utama,2003),hlm 60  
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lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok diluar sistem 
moneter. 
Pendapat lainnya menurut Rachmadi Usman memberi cakupan 
daripada sistem keuangan itu lebih luas dan jelas. Sistem keuangan adalah 
suatu sistem yang terdiri dari :9 
a. Lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga intermediasi yang 
menghubungkan unit yang surplus dan yang defisit dalam suatu 
ekonomi.  
b. Instrumen-instrumen keuangan, dikeluarkan oleh lembaga-
lembaga tersebut.  
c. Pasar tempat instrumen-instrumen tersebut diperdagangkan.  
Jadi, dalam hal ini tampak bahwa selain bank sebagai lembaga 
keuangan moneter, maka dapat juga sebagai lembaga yang mengeluarkan 
produk, dan jasa lembaga keuangan itu sendiri untuk kepentingan nasabah. 
2. Sumber-Sumber Hukum Perbankan  
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam 
arti formal dan sumber hukum dalam arti materil.Sumber hukum dalam arti 
materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu 
tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut 
pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Seorang 
                                                             
9   Ibid Rachmadi Usman 
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ahli perbankan cenderung akan menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan 
terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang 
menimbulkan isi hukum yang bersangkutan.Sumber hukum dalam arti 
material baru diperhatikan jika dianggap perlu diketahui akan asal usul 
hukum. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya 
ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis mupun tidak 
tertulis.10 
Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan 
hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum 
positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini. 
Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan 
perbankan tersebut dapat ditemukan dalam : 
a. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  
b. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
c. UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas devisa dan Sistem Nilai 
Tukar  
d. Kitab Undang Undng Hukum Perdata, buku II dan buku III 
mengenai hukum jaminan dan perjanjian  
e. UU tentang Perseroan Terbatas  
f. UU tentang Pasar Modal  
                                                             
10Muhammad Djumhan. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2000. hlm 5 
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g. UU tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 
Yang Berkitan Dengan Tanah.UU lain yng mengatur tentang hal 
itu. 
 
3. Asas-asas hukum perbankan 
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk 
terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi 
dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu :11 
a. Asas demokrasi ekonomi 
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan 
yang diubah.Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan 
Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.Ini berarti fungsi 
dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip 
yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang bedasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. 
 
b. Asas kepercayaan 
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa 
usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank 
                                                             
11Ibid Rachmadi Usman hlm 14-18 
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dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari 
masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, 
sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan 
tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat 
padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian 
uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa 
uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang 
diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai 
dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana 
terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan 
akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Sutan Remy 
Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antara bank dengan 
nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang 
antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah). 
c. Asas Kerahasiaan  
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau 
mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut 
kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.Kerahasiaan ini 
adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan 
kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.Dalam 
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Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib 
merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan 
simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam 
hal tertentu yakni, untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian 
piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dengan 
nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, 
persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. 
 
d. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)  
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank 
dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan 
prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat 
yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 
Undang-undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam 
melaksankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip 
kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan 
sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan 
agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, 
sehingga masyarakat besedia dan tidak ragu-ragu menyimpan 
dananya di bank. 
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C. Para pihak dalam tranksaksi perbankan 
1. Pihak Nasabah 
a.  Pengertian Nasabah  
Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008 
tentang penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud 
dengan nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk 
pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk 
melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). 
Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis 
dan pengertian nasabah.Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa 
pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Jenis-jenis 
nasabah ada 2, yakni :12 
1. Nasabah Penyimpan, yakni nasabah yang menempatkan 
dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan 
perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 
2. Nasabah Debitur, yakni nasabah yang memperoleh fasilitas 
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan 
nasabah yang bersangkutan. 
Dari praktek-praktek perbankan, setidaknya dikenal tiga macam 
nasabah  
                                                             
12Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen,(Bandung:citra Aditya Bakti,2000), hlm 32-33 
 
 
27 
 
a. Nasabah Deposan, yaitu nasabah yang menyimpan 
dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk 
deposito atau tabungan lainnya.  
b.  Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, 
misalnya kredit usaha kecil, kredit kepemilikan rumah, 
dan sebagainya. 
c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain 
melalui bank. Misalnya antara importir sebagai pembeli 
dengan eksportir diluar negeri. Untuk transaksi semacam 
ini  
d. Biasanya importir membuka letter of credit (L/C) pada 
suatu bank demi kelancaran dan keamanan 
pembayaran. 
Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, nasabah dapat terwujud 
dalam dua bentuk sebagaimana subjek hukum yang diakui dalam hukum, 
yaitu :13 
1. Orang  
Nasabah bank sebagaimana dikaitkan dengan kedudukannya 
sebagai subjek hukum dapat berupa orang atau badan 
hukum.Nasabah bank terbagi menjadi orang yang dewasa dan orang 
                                                             
13Try Widyono, Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia,(Bandung:Ghalia Indonesia, 
2006),hlm 24-27 
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yang belum dewasa.Nasabah orang dewasa hanya diperbolehkan 
untuk nasabah kredit atau nasabah giro.Sedangkan nasabah 
simpanan dan atau jasa di peruntukkan orang yang belum dewasa, 
misalnya nasabah tabungan atau nasabah lepas (working customer) 
untuk transfer dan lain sebagainya. 
Perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah yang belum 
dewasa tersebut telah disadari konsekuensi hukum yang 
diakibatkannya.Konsekuensi hukumnya adalah bahwa perjanjian itu 
tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu syarat perjanjian itu 
dilaksanakan oleh pihak yang cakap untuk membuat perjanjian.Dalam 
hukum perdata perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang belum 
dewasa berarti tidak memenuhi persyaratan subjektif.Ancaman atas 
pelanggaran tersebut adalah perjanjian dapat dibatalkan, artinya 
perjanjian itu dapat dibatalkan oleh pihak yang dapat mewakili anak 
yang belum dewasa tersebut. Yaitu orang tua atau walinya dengan 
melalui cara gugatan pembatalan. Dengan kata lain sepanjang orang 
tua anak itu tidak melakukan gugatan pembatalan, maka perjanjian 
tetap sah dan berlaku mengikat.  
Nasabah kredit dan Nasabah rekening giro yang biasanya mewajibkan 
nasabahnya orang dewasa.Hal ini dikarenakan resiko bank sangat 
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besar jika dalam pemberian kredit dan/atau pembukaan rekening giro 
diperbolehkan bagi orang yang belum dewasa.Disamping itu dalam 
rekening giro biasanya, tidak diterima bagi orang yang belum dewasa 
karena berkaitan dengan alat pembayaran berupa cek dan/atau bilyet 
giro. Jika bank menerima giro bagi orang yang belum dewasa maka 
cek dan/atau bilyet giro dipermasalahkan, yang akhirnya dapat 
mengurangi kepercayaan kepada bank, karena transaksi tersebut 
melibatkan berbagai pihak, yakni penarik, tertarik, pembawa serta 
endosemen, dan lain-lain yang lebih kompleks. 
2. Badan Hukum  
Nasabah berupa badan hukum, perlu diperhatikan aspek 
legalitas badan tersebut, serta kewenangan bertindak dari pihak 
yang berhubungan dengan bank.Hal ini terkait dengan aspek hukum 
perseroan (corporate law).Adapun jenis-jenis badan hukum adalah 
sebagai berikut : 
a. Badan hukum publik, seperti negara atau pemda.  
b. Perseroan Terbatas, diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas, termasuk perseroan terbatas terbuka yang 
diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  
c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diatur dalam UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemda.  
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d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diatur dalam UU No.19 Tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini terdiri dari : 
Perusahaan persero, Perusahaan umum, dan Perusahaan 
jawatan.  
e. Koperasi, diatur dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang 
Perkoperasian dan PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran 
Dasar Koperasi.  
f. Yayasan, diatur dalam UU No. 17 Tahun 2001, yang diubah 
dengan UU No. 28 tahun 2004.  
g. Badan Hukum Milik Negara (BUMN), diatur dalam PP No. 152 
Tahun 2000 tentang BUMN Universitas Indonesia.  
h. Dana Pensiun, diatur dalam UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana 
Pensiun. 
 
2. Pihak Perbankan 
Pengertian dan Fungsi Perbankan.14 
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah 
memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 
peredaran uang. Sementara itu, Undang-undang Perbankan yang diubah 
                                                             
14Op.cit Rachmadi Usman, hlm 59 
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pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  
Dari pengertian di atas jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai 
“Financial Intermediary”dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan 
dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 
pembayaran. Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai badan usaha, 
bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga 
keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai 
uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. 
Fungsi perbankan tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi 
fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, 
agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya. 
Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, perbankan Indonesia 
seyogianya selalu mengacu pada tujuan perbankan Indonesia itu sendiri. 
 
 
 
 
32 
 
D. Hubungan Hukum bank dan nasabah 
Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang 
paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan.Suatu bank hanya bisa 
melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat 
“percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan 
yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat 
tersebut, bank dapat memobilisir dana dari untuk ditempatkan pada banknya 
dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.15 
Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan 
dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank 
dan nasabah yaitu :16 
1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana Artinya 
bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat 
(para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan 
nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang 
muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, 
giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang 
dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat 
umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. 
Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan 
                                                             
15Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan 
Deposito.Bandung : PT. citra Aditya Bakti, 1995. Hal 32 
16ibid 
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yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan 
sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk 
perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan 
syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentun-ketentuan dan 
syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening 
tabungan. 
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur 
Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para 
debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal 
kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. 
Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan 
bank terdiri dari dua bentuk yaitu17 
1. Hubungan Kotraktual  
2. Hubungan Non Kontraktual 
a. Hubungan Kontraktual  
Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan 
nasabah adalah hubungan kontraktual.Hal ini berlaku hampir pada 
semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun 
nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur 
hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang 
                                                             
17Op.cit Munir Fuadi, hlm 102 
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dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak 
debitur ( peminjam dana ).  
Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan 
nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdata 
tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 
berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.  
Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah 
deposan atau nasabah non debitu-non deposan, tidak terdapat 
ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam 
KUHPerdata.Karena itu, kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu 
hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUHPerdata 
mengenai kontrak. 
Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank 
adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-
debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan 
pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan 
seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. 
Ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual 
kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak 
bank, yaitu : 
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1. Sebagai hubungan bank dan nasabah. 
2. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari 
hanya sekedar hubungan debitur-kreditur. 
3. Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak 
yang tersirat. 
b. Hubungan Non Kontraktual  
Selain hubungan kontraktual, apakah ada hubungan hukum yang 
lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan 
nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur. Ada 
enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari 
hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu : 
1. Hubungan fidusia 
2. Hubungan konfidensial 
3. Hubungan bailor-bailee  
4. Hubungan principal-agent  
5. Hubungan mortgagor-mortgagee 
6. Hubungan trustee-beneficiary 
Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui 
hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru 
dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal 
tersebut.Atau setidak-tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan 
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untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam 
hubungan dengan lembaga trust yang merupakan salah satu kegiatan 
perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan 
lembaga trust tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak 
trust seperti yang diinginkan kedua belah pihak.  
Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan policy 
yang signifikan yang dapat mempengaruhi accountnya pihak nasabah atau 
mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. 
Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan 
nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai 
“pelaksana amanat” dari nasabahnya.  
Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-
formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank.Formulir-
formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuas pada 
bank.Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir 
tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi 
yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada 
hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.18 
Nasabah yang mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa 
kepada bank pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kepercayaan 
masyarakat pada bank.Nasabah atau konsumen mewujudkan 
                                                             
18Try Widyono, Op.Cit hlm 21-24 
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kepercayaannya itu dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang 
dipercayanya.Hubungan antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk 
pada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut 
dinyatakan sebagai ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut 
dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut. 
 
E. Prinsip Mengenal Nasabah 
1. Pengertian prinsip mengenal nasabah 
 
Salah satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada bank (prudential 
principle) adalah penerapan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih 
dikenal dengan Know Your Customer Principles pada setiap transaksi 
perbankan.Hal ini dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 
3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. 
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) adalah 
suatu prinsip yang mewajibkan bank untuk terlebih dahulu mengenali 
nasabahnya sebelum melakukan transaksi dengan nasabah yang 
bersangkutan.Prinsip mengenal nasabah tidak hanya berlaku bagi lembaga 
perbankan saja, tetapi juga berlaku bagi lembaga keuangan non 
bank.Ketentuan prinsip mengenal nasabah untuk lembaga keuangan non 
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bank dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengawasi kegiatan masing-
masing perusahaan jasa keuangan di Indonesia. 
Departemen Keuangan (Depkeu) mengeluarkan keputusan Menteri 
Keuangan (KMK) Nomor 45/KMK06/2003 tentang Penerapan Prinsip 
Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, seperti perusahaan 
asuransi dan dana pensiun. Untuk lembaga di bawah pasar modal, yang 
berlaku adalah keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) 
Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. 
Jadi, prinsip ini bermaksud agar setiap kegiatan di bidang keuangan 
dapat dilaksanakan dengan hati-hati untuk menghindari risiko-risiko yang 
mungkin akan muncul. Di dalam penulisan hukum ini, prinsip mengenal 
nasabah yang penulis maksud adalah pelaksanaan prinsip mengenal 
nasabah dalam setiap transaksi perbankan, yaitu, yang dikeluarkan oleh 
Bank Indonesia. 
Dalam Peraturan Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan 
FBI, Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, prinsip 
mengenal nasabah diartikan sebagai prinsip yang diterapkan bank untuk 
mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah 
termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini bertujuan 
supaya bank mengetahui segala kegiatan nasabahnya yang berkaitan 
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dengan transaksi yang dilakukan pada bank tersebut.Hal ini lebih untuk 
menjaga hubungan bank dengan nasabah yaitu masyarakat, agar dapat 
berjalan lancar dalam setiap transaksi yang dilakukan sehingga tidak 
menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. 
Di samping itu, rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision 
yang pada paparan selanjutnya disebut dengan Basel Komite, dalam Core 
Principles for Effective Banking menyatakan bahwa penerapan prinsip 
mengenal nasabah dalam setiap transaksi perbankan merupakan faktor yang 
penting dalam melindungi kesehatan bank. Hal yang senada juga dijelaskan 
dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip 
Mengenal Nasabah yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2001. 
 
2. Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.19 
Salah satu tujuan dari ketentuan prinsip mengenal nasabah adalah untuk 
melindungi bank dari transaksi nasabah yang dapat menimbulkan kerugian 
pada bank yang bersangkutan.Transaksi yang dimaksud adalah transaksi 
yang disebut dengan transaksi keuangan yang mencurigakan atau dalam 
istilah asingnya disebut dengan suspicious transactions. 
                                                             
19Muswita Widya Rahma, Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada 
Bank, jurnal Equality, medan: USU, 2011. 
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Istilah transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transactions), 
muncul seiring dikeluarkannya FBI mengenai pentingnya penerapan prinsip 
mengenal nasabah pada lembaga perbankan.Sebelum dikeluarkannya 
peraturan tentang prinsip mengenal nasabah, istilah transaksi keuangan yang 
mencurigakan hanya dikenal di luar Indonesia seiring maraknya tindak 
pidana tentang pencucian uang atau yang dikenal dengan money 
laundering.Sedangkan di Indonesia, hal ini baru mendapat perhatian yang 
besar sejak dikeluarkannya PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah sebagai 
salah satu bentuk tindak lanjut dari rekomendasi FATF (Financial Action Task 
Force on Money Laundering) untuk memberantas tindak pidana pencucian 
uang. FATF merupakan satuan tugas internasional dalam memerangi dan 
memberantas kejahatan pencucian uang, yang didirikan di Francis oleh 
negara industri maju (G-7). 
Sebelum adanya ketentuan prinsip mengenal nasabah, bank-bank di 
Indonesia pada umumnya hanya memperhatikan besarnya transaksi 
keuangan yang dilakukan oleh para nasabah mereka tanpa mencurigai 
tujuan maupun asal usul uang yang ditransaksikan.Keadaan inilah yang 
menyebabkan lembaga perbankan dijadikan sebagai lahan yang empuk 
untuk melakukan transaksi-transaksi yang tidak benar oleh nasabah yang 
tidak bertanggungjawab.Sehingga menimbulkan kerugian yang besar 
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terhadap bank ilu sendiri, bahkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan 
juga mengalami penurunan. 
Dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah, 
transaksi keuangan mencurigakan (suspicious transactions) diartikan sebagai 
berikut:  
a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profit, karakteristik, 
atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;  
b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan 
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang 
bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan 
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau  
c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil 
tindak pidana.  
Bank mungkin akan sulit membedakan antara transaksi yang benar 
dengan transaksi yang tidak benar atau mencurigakan, karena pada 
dasarnya bank hanya bertujuan untuk melayani para nasabahnya tanpa 
mencurigai kegiatan transaksi para internasional dalam memerangi dan 
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nasabahnya. Dengan adanya ketentuan tentang transaksi keuangan 
mencurigakan, tentu saja membuat lembaga perbankan menjadi serba 
salah.Dikarenakan ketentuan ini mengharuskan bank untuk menyelidiki 
setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, disamping itu bank juga 
harus menjaga hubungan baik dengan nasabahnya, Hal ini merupakan dua 
hal yang sangat bertolak belakang, dimana keduanya harus dilakukan secara 
berbarengan. 
Di dalam bab V Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal 
Nasabah, dijelaskan bahwa setiap bank berkewajiban untuk melapor apabila 
bank yang bersangkutan mendeteksi adanya transaksi keuangan yang 
mencurigakan (suspicious transactions) yang terjadi pada bank tersebut. 
Adanya kewajiban pelaporan ini tentunya melanggar prinsip kerahasiaan 
bank (bank secrecy) yang telah penulis jelaskan sebelumnya.Kewajiban 
pelaporan ini ditujukan pada suatu badan yang disebut dengan Pusat 
Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau yang disingkat dengan PPATK. 
PPATK adalah sebuah lembaga khusus yang menerima informasi 
keuangan, menganalisis atau memproses informasi tentang transaksi 
keuangan yang mencurigakan.PPATK merupakan Financial Intelligence Unit 
atau FIU yang dimiliki Indonesia, untuk menunjang upaya-upaya 
memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia.PPATK dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi dan pengaruh 
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dari pihak manapun, atau bersifat independen.Hal ini ditegaskan dalam Pasal 
18 UUTPU. 
Untuk memudahkan bank dalam mengidentifikasi adanya transaksi 
keuangan mencurigakan, maka Bank Indonesia membagi transaksi 
keuangan mencurigakan dalam 6 (enam) kelompok yaitu: 
a. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi 
tunai;  
b.  Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank;  
c. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan 
investasi;  
d. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas bank di luar negeri;  
e. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan bank dan atau 
agen',  
f. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam meminjam.  
Selain kategori di atas, PPATK juga telah mengeluarkan pedoman bagi 
penyedia jasa keuangan, yaitu bank, untuk memantau serta mengidentifikasi 
berbagai transaksi keuangan yang mencurigakan, Pedoman tersebut adalah 
dengan dikeluarkannya empat pedoman, yaitu Pedoman Identifikasi 
Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan 
(Keputusan Kepala PPATK No:2/4/KEP.PPATK/2003). Kemudian, Pedoman 
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Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing 
dan Usaha Jasa Pengiriman Uang (Keputusan Kepala PPATK No;2/5/KEP. 
PPATK/2003). Selanjutnya, PPATK juga menerbitkan Pedoman Tata Cara 
Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan 
(Keputusan Kepala PPATK No:2/6/KEP. PPATK/2003). Terakhir, Pedoman 
Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang 
Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang (Keputusan Kepala PPATK 
No:2/7/KEP. PPATK/2003 ).  
Jika dilihat dari pedoman yang dikeluarkan oleh PPATK, ada tiga ciri 
umum yang bisa dijadikan acuan oleh bank dalam mengidentifikasi transaksi 
keuangan mencurigakan.Pertama, transaksi keuangan yang dilakukan tidak 
memiliki tujuan ekonomi yang jelas.Kedua, transaksi tersebut menggunakan 
uang dalam jumlah yang sangat besar secara berulang-ulang di luar 
kewajaran, Dan ketiga, transaksi keuangan tersebut di luar kebiasaan dan 
kewajaran aktivitas nasabah. 
Ketentuan yang mewajibkan bank untuk melaporkan adanya transaksi 
keuangan yang mencurigakan, bertujuan untuk mencegah bank digunakan 
sebagai sarana tindak pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah 
money laundering. Kemudahan yang dijanjikan oleh bank dalam melakukan 
transaksi keuangan untuk menarik minat masyarakat, dimanfaatkan oleh 
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orang-orang atau nasabah yang tidak bertanggungjawab untuk 
menyelundupkan hasil kejahatannya pada bank yang bersangkutan. 
3. Sanksi Terhadap Bank Yang Tidak Menerapkan Prinsip 
Mengenal Nasabah. 
Sebagai salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh bank 
dalam melaksanakan setiap kegiatannya, tentu saja pelaksanaan prinsip 
mengenal nasabah (know your customer principles) harus didukung oleh 
pengenaan suatu sanksi apabila prinsip ini dilanggar. Hal ini bertujuan agar 
prinsip ini mempunyai kepastian hukum dan kekuatan berlaku dalam 
pelaksanaannya, sama halnya dengan asas kerahasiaan bank (bank 
secrecy) sebagai salah satu asas yang wajib diterapkan oleh lembaga 
perbankan.  
Berkenaan dengan pengenaan sanksi ini, Bank Indonesia telah 
mengeluarkan ketentuan mengenai sanksi terhadap bank yang tidak 
menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya, yaitu 
berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/37/DPNP Perihal 
Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah 
dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang.  
Sebelum Bank Indonesia memberikan sanksi, terlebih dahulu Bank 
Indonesia melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip mengenal 
nasabah yang telah dilakukan oleh bank yang bersangkutan.Penilaian ini 
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berkaitan dengan ketentuan manajemen risiko yang telah ditentukan dalam 
PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah.yang meliputi pengawasan oleh 
pengurus bank, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas, sistem 
pengawasan interen, dan program pelatihan karyawan mengenai prinsip 
mengenal nasabah.  
Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa dengan 
diterapkannya ketentuan manajemen risiko oleh suatu bank, dapat dilihat 
seberapa jauh prinsip mengenal nasabah telah diterapkan.Berdasarkan hal 
inilah Bank Indonesia memberikan penilaian terhadap bank-bank yang telah 
menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam setiap kegiatannya. 
Penilaian yang diberikan Bank Indonesia ada lima kategori, yaitu nilai 
1 (satu) bagi bank yang telah menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan 
sangat bagus, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat efektif 
untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi oleh bank yang bersangkutan. 
Nilai 1 (satu) ini juga diberikan terhadap bank-bank yang aktif dalam 
memberikan laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan.Nilai 
yang berikutnya adalah nilai 2 (dua), yang diberikan terhadap bank yang 
menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan bagus. Selanjutnya nilai 3 
(tiga), yaitu penerapan prinsip tergolong cukup bagus, dan nilai 4 (empat) 
bagi bank yang  menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan kurang baik. 
Serta yang terakhir nilai 5 (lima), yang diberikan pada bank-bank yang 
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tergolong tidak baik dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam 
setiap kegiatannya. Hal ini dikarenakan bank yang bersangkutan tidak bisa 
mengurangi risiko-risiko yang dihadapinya, dan tidak aktifnya kewajiban 
pelaporan yang ditentukan dalani PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah 
berkenaan dengan transaksi keuangan yang mencurigakan. 
Setelah dilakukannya penilaian-penilaian di atas, maka Bank 
Indonesia akan memberikan sanksi terhadap bank-bank yang tidak 
menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan baik dalam setiap 
kegiatannya, yaitu bank-bank yang termasuk dalam kategori nilai 5 (lima). 
Sanksi yang akan diberikan oleh Bank Indonesia terhadap bank-bank yang 
termasuk dalam kategori nilai 5 (lima) ini adalah berupa penurunan tingkat 
kesehatan bank yang bersangkutan, dan pemberhentian pengurus bank 
melalui mekanisme penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). 
Pemberhentian pengurus bank dilakukan apabila pengurus bank yang 
bersangkutan tidak melaksanakan langkah-Iangkah yang diperlukan dalam 
mematuhi dan melaksanakan ketentuan prinsip mengenal nasabah.  
Selain bank-bank yang termasuk dalam kategori nilai 5 (lima) ini, Bank 
Indonesia juga akan memberikan sanksi administratif dan teguran tertulis 
terhadap bank-bank yang melakukan pelanggaran ketentuan prinsip 
mengenal nasabah yang telah diatur dalam PBI, khususnya yang berkaitan 
dengan ketentuan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan 
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keterlambatan penyampaian pedoman prinsip mengenal nasabah oleh bank 
yang bersangkutan. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan semua bank yang 
ada di Indonesia dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan 
sebaik-baiknya, agar terhindar dari risiko-risiko yang timbul akibat transaksi 
yang dilakukan oleh bank itu sendiri Walaupun Bank Indonesia sudah 
mengeluarkan ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran prinsip 
mengenal nasabah, namun, tidak bisa dipungkiri masih ada bank yang tidak 
menerapkan prinsip ini dalam setiap kegiatannya. Hal ini dikarenakan 
ketentuan prinsip ini dianggap dapat merugikan bank dan mengurangi 
volume nasabah. 
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F. Pencucian uang 
1. Pengertian pencucian uang 
Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money 
laundering. Money artinya uang dan laundering artinya pencucian.Sehingga 
secara harfiah, money laundering berarti pencucian uang atau pemutihan 
uang hasil kejahatan.Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki 
defenisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-
negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri 
berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.Namun, bagi para 
ahli hukum Indonesia istilah money laundering disepakati dengan istilah 
pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang 
bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau 
harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian 
diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang 
sah. 20 
Pengertian Money Laundering tersebut, Financial Action Task Force on 
Maney Laudering (FATF) merumuskan bahwa money laundering adalah 
proses menyembunyikan atau menyamarkan asal- usul hasil kejahatan. 
Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga 
memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan- keuntungan itu dengan 
tanpa mengungkap sumber perolehan. Bambang Setijoprodjo (Hukum Bisnis, 
                                                             
20Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 12. 
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Vol. 3, 1998 :5) Mengutip pendapat dari Prof. Dr. M. Giovanoli dan Mr. J. 
Koerss masing- masing menulis seperti berikut:21 
1. Money Laundering merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka 
asset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan,pen.) dimanipulasikan 
sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah 
(legal).  
2. Money Laundering merupakan suatu cara untuk mengeluarkan hasil kejahatan 
ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal – usul uang 
tersebut. 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
(selanjutnya disebut UU PP- TPPU) disebutkan bahwa:22 
Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 
ini. 
 
Sedangkan Sutan Remi Syahdeni menyebutkan bahwa money 
laundering adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 
atau organisasi kejahatan terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan, 
dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah 
atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak 
kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam 
sistem keuangan, sehingga uang haram tersebut apabila akhirnya 
dikeluarkan dari sistem keuangan telah menjadi uang sah. Dari berbagai 
                                                             
21 M. Arief Amirullah,2004, Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering, Malang, Bayumedia, 
Hlm. 9   
22Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang, Jakarta. 
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pengertian tentang pencucian uang yang telah dikemukakan tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa pencucian uang adalah proses atau usaha seseorang 
atau organisasi kejahatan untuk mengubah status “uang haram” atau uang 
hasil kejahatan yang mereka miliki menjadi seolah-olah berasal dari sumber 
yang halal dan sah menurut hukum.23 
 
2. Unsur – unsur pencucian uang 
Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang- undang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah 
“redefenisi pencucian uang”.Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana 
pencucian uang yang meliputi.24 
a. Pelaku 
Dalam UU PP-TPPU digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam 
Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan 
atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 
angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang 
dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum 
maupun bukan badan hukum”. Dalam undang-undang ini, pelaku pencucian 
uang uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung 
melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang 
                                                             
23 Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan 
Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006, Hlm. 2.   
 
24 M. Arief Amrullah, Op.Cit, Hlm. 25-27 
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menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki 
keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
 
b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi 
harta kekayaan yang sah.  
Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum 
pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga 
undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan 
yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum 
pidana maupun perdata.UU PP-TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai 
seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau 
menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. 
Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau 
menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau 
penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang 
berhubungan dengan uang..Transaksi keuangan yang menjadi unsur 
pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi 
keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah: 
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1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 
kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan; 
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga 
dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi 
yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang ini;  
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 
menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak 
pidana; atau  
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh 
Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal 
dari hasil tindak pidana.  
 
c. Perbuatan melawan hukum.  
Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus 
memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut 
terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan 
yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak 
pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan 
unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta 
kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada 
atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. 
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3. Sanksi pidana pencucian uang 
Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pasal-pasal yang 
mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-
pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang berbunyi:25 
Pasal 3  
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa 
ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan 
dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Pasal 4 
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang 
sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 
diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang 
dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
Pasal 5  
                                                             
25M. Arief Amrullah, Op.Cit. Hlm. 67 
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a. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 
penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya 
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Pasal 6  
a. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, 
pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil 
Pengendali Korporasi.  
b. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana 
Pencucian Uang: 
1. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali 
Korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan 
tujuan Korporasi;  
2. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi 
perintah; dan  
3. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi. 
 
Pasal 7  
a. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).  
b. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan 
berupa:  
1. pengumuman putusan hakim;  
2. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;  
3. pencabutan izin usaha;  
4. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;  
5. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau  
6. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.  
Pasal 8  
Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana 
denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
tahun 4 (empat) bulan.  
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Pasal 10  
Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, 
pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
Pencucian Uang  
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. 
 
Dari pasal-pasal di atas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap 
jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu 
a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif : yaitu tindakan 
untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, 
membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan 
yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana 
dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal 
usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara 
dan denda 10 miliar rupiah.  
b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, 
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta 
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kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.  
c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau 
menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, 
sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta 
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 
miliar rupiah.  
d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat 
untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai 
dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c.  
e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, 
b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 
100 miliyar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang 
disebutkan.  
 
Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana 
sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu 
membayar denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
4 (empat) bulan. 
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4. Jenis – Jenis Pencucian Uang 
Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian 
uang dibedakan dalam tiga tindak pidana: 
b. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif 
 
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 
membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke 
luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat 
berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul Harta Kekayaan.26 
c. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif  
 
Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau 
menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. 
                                                             
26 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia no.8 tahun 2010 
 
 
59 
 
Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban 
pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam 
pembahasan dan Penulisan skripsi ini, maka Penulis melakukan penelitian di 
                                                             
27 Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 
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Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan 
ditempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang 
diteliti, yaitu di bank BRI 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan 
sumber data yang diperlukan adalah 
1. Jenis Data  
a. Data Primer  
Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan 
melakukan wawancara terhadap responden yang dianggap mengetahui 
masalah yang dibahas. 
b. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pengkajian literatur-
literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber-
sumbernya yaitu yaitu buku-buku, majalah, serta dokumen atau arsip yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas.. 
2. Sumber Data  
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data 
lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para 
penegak hukum yang menangani kasus ini.  
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b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library research), yaitu sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan 
sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung Penulisan ini. 
 
C.Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan Penulis dalam pengumpulan data adalah 
sebagai berikut:  
3. Untuk jenis data primer, Penulis melakukan pengumpulan data 
dengan metode interview atau wawancara terhadap pihak bank  
guna memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan 
dengan pembahasan ini.  
4. Untuk data sekunder, Penulis melakukan penelitian kepustakaan 
untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan 
Penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan antara lain bersumber dari:  
a. Buku-buku, majalah, tulisan ilmiah, dan yang berhubungan dengan 
objek penelitian.  
b. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek 
penelitian.  
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D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dianalisis 
secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan 
pelaksanaan dalam menilaiunsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan 
prinsip mengenal nasabah dalam tranksaksi perbankan sebagai upaya 
pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Bank Dalam Melaksanakan 
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) 
Pada Transaksi Perbankan 
Untuk melaksanakan prinsip mengenal nasabah dalam setiap 
kegiatannya, tentu saja setiap bank melakukan upaya-upaya atau melakukan 
berbagai usaha agar prinsip mengenal nasabah benar-benar diterapkan pada 
setiap transaksi perbankan yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan 
oleh setiap bank dalam melaksanakan prinsip ini pada prinsipnya adalah 
sama, yaitu harus sesuai dengan pedoman standar yang telah dikeluarkan 
oleh Bank Indonesia sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip mengenal 
nasabah dalam transaksi perbankan. 
Di dalam penulisan hukum ini, bank yang penulis maksud adalah PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Adapun upaya-upaya yang dilakukan 
oleh bank dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah di dalam setiap 
transaksinya, adalah sebagai berikut : 
1. Bank Rakyat Indonesia 
Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (know your customer 
principles) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya 
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disebut dengan Bank Rakyat Indonesia, dimulai pada saat setiap nasabah 
baru yang akan membuka rekening diharuskan mengisi seluruh aplikasi 
pembukaan rekening dan aplikasi KYC (Know Your Customer) dengan 
lengkap, baik untuk rekening perorangan maupun perusahaan. Bagi nasabah 
walk in customer yang melakukan transaksi setoran tunai dan non tunai 
diatas 100 juta, diwajibkan mengisi formulir KYC (Know Your Customer).  
Formulir KYC yang harus diisi oleh calon nasabah terdiri dari data 
pribadi calon nasabah secara lengkap, sama seperti halnya formulir CIF yang 
ada pada BRI, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Khusus buat 
nasabah perusahaan, Bank Rakyat Indonesia mewajibkan nasabah 
perusahaan tersebut mengisi formulir KYC yang memuat informasi tentang 
status hukum dari usaha yang dimaksud, yang dibuktikan dengan akte 
pendirian, izin usaha, alamat perusahaan, dan hal-hal lain sebagaimana 
halnya dengan nasabah perorangan. Seperti nama kuasa yang ditunjuk oleh 
perusahaan calon nasabah Bank Rakyat Indonesia yang bersangkutan, 
alamat kuasa, tempat tanggal lahir dan informasi lain yang menyangkut data 
pribadi kuasa tersebut.  
Selain hal di atas, Bank Rakyat Indonesia juga melakukan langkah-
langkah yang lebih spesifik untuk melaksanakan prinsip mengenal nasabah 
dan mencegah Bank Rakyat Indonesia digunakan sebagai sarana pencucian 
uang, yaitu dengan melakukan cleansing data nasabah, membuat laporan 
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pelaksanaan prinsip mengenal nasabah tiap bulannya, melakukan sosialisasi 
prinsip mengenal nasabah pada seluruh cabang-cabang dan seluruh 
karyawan Bank Rakyat Indonesia, melakukan verifikasi data nasabah, 
pemantauan transaksi nasabah, bekerjasama dengan aparat penegak hukum 
dan melaporkan apabila terjadi adanya transaksi keuangan mencurigakan 
(suspicious transaction) di Bank Rakyat Indonesia.  
Prosedur identifikasi dan verifikasi data nasabah pada Bank Rakyat 
Indonesia, yaitu, bahwa pada saat pembukaan rekening, petugas yang 
menerima nasabah (front office) harus mencocokkan identitas nasabah, 
apakah asli atau palsu, dan juga mencocokkan jumlah penghasilan nasabah 
yang bersangkutan dengan pekerjaannya. Prosedur ini juga berlaku pada 
saat terjadinya transaksi, yaitu, penyimpanan dana tidak sesuai dengan 
bisnis nasabah, transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan bisnis 
nasabah, pelunasan kredit bermasalah dalam jumlah besar secara 
mendadak, dan transaksi keuangan lain yang dilakukan diluar kebiasaan 
nasabah yang bersangkutan. Khusus untuk nasabah perusahaan, petugas 
yang menerima nasabah (front office), harus mempertimbangkan kebenaran 
informasi yang berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan 
keuangan, omset usaha, dan lokasi perusahaan. 
Bank Rakyat Indonesia mengartikan transaksi yang mencurigakan 
(suspicious transaction) sebagai transaksi yang menyangkut dengan kegiatan 
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pencucian uang, seperti transaksi hasil korupsi, penggelapan pajak, kegiatan 
terorisme, narkoba dan transaksi illegal lainnya. Proses pengidentifikasian 
transaksi yang mencurigakan (suspicions transaction) pada Bank Rakyat 
Indonesia adalah sebagai berikut : 
1. Apabila transaksi tersebut tidak biasa (unusual transaction), yaitu tidak 
sesuai dengan karakteristik dan profil nasabah;  
2. Transaksi tersebut telah dilakukan verifikasi oleh pihak bank;  
3. Hasil verifikasi tidak dapat diyakini kebenarannya oleh pihak bank.  
Langkah-langkah yang dilakukan oleh kantor cabang Bank Rakyat 
Indonesia apabila terdapat transaksi yang mencurigakan (suspicious 
transaction), yaitu diawali dengan menanyakan kepada nasabah dengan 
bijak sambil melakukan penelitian tanpa sepengetahuan nasabah yang 
bersangkutan. Setelah itu, pihak bank melakukan verifikasi data tentang 
identitas, pekerjaan dan bidang usaha, jumlah penghasilan, aktivitas 
transaksi normal, rekening lain yang dimiliki, dan tujuan pembukaan rekening. 
Dan apabita hasil verifikasi ini tidak dapat diyakini kebenarannya oleh pihak 
bank atau dengan kata lain mencurigakan, baik keterangan yang diperoleh 
dari nasabah meragukan, maka pihak bank akan melaporkan ke Compliance 
Group.  
Untuk mencegah terjadinya transaksi yang mencurigakan (suspicious 
transaction), Bank Rakyat Indonesia melakukan pemantauan terhadap 
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rekening dan transaksi nasabah minimal 6 bulan berkas nasabah di periksa 
kembali terutama pejabat dan Pegawai Negeri. Setiap kantor cabang Bank 
Rakyat Indonesia wajib memonitor transaksi nasabah yang berjumlah 500 
juta per hari atau kumulatif 500 juta, baik tunai maupun non tunai. Kantor 
cabang juga harus melaporkan transaksi yang tidak normal dari profil 
nasabah, baik debit maupun kredit.Selain itu, Bank Rakyat Indonesia juga 
melakukan pelaporan transaksi keuangan tunai (cash transaction report) dan 
laporan transaksi yang mencurigakan (suspicions transaction report), yang 
sifatnya wajib bagi setiap cabang Bank Rakyat Indonesia. Cabang Bank 
Rakyat Indonesia harus melaporkan transaksi sebesar 500 juta yang sifatnya 
rutin, cukup satu kali, seperti pembayaran gaji, pembelian BBM, dan yang 
lainnya per nasabah kepada Hub. Manager (pimpinan cabang). 
Setiap kantor cabang juga harus melaporkan transaksi nasabah walk 
in customer sebesar 100 juta atau lebih setiap bulannya kepada Hub. 
Manager (pimpinan cabang). Nasabah walk in customer adalah nasabah 
tidak tetap Bank Rakyat Indonesia, seperti nasabah yang melakukan transfer 
uang tetapi tidak memiliki rekening di Bank Rakyat Indonesia.  
Untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang 
mencurigakan (suspicious transaction), setiap cabang Bank Rakyat Indonesia 
harus melaporkan ke Compliance Group dalam waktu 2 hari dengan sarana 
tercepat.Setelah semua laporan diterima oleh Hub.Manager (pimpinan 
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cabang), maka Hub. Manager harus melaporkan secara periodik paling 
lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya ke Compliance Group. Bank Rakyat 
Indonesia akan melakukan pemblokiran terhadap transaksi yang 
mencurigakan (suspicions transaction) setelah dilakukannya verifikasi oleh 
pihak bank. Namun sebelum melakukan pemblokiran, terlebih dahulu harus 
dilaporkan pada Compliance Group dan kepada aparat penegak hukum, yaitu 
PPATK.Setelah mendapat izin dari PPATK, barulah transaksi tersebut dapat 
diblokir oleh pihak Bank Rakyat Indonesia. 
Bank Rakyat Indonesia telah mengalami adanya transaksi yang 
mecurigakan (suspicious transaction).  Adapun beberapa kasus yang pernah 
di alami oleh Bank Rakyat Indonesia KANWIL Makassar sebagai berikut yang 
dituangkan di dalam table di bawah ini: 
Tabel 1.1 
Kasus Dugaan Money Laundering yang Terdapat di Bank BRI 
No. BRI Cabang Tahun 2013 keterangan 
1 Cabang Somba Opu 2 Tidak putus 
2 Cabang Ahmad Yani 3 Tidak putus 
3 Cabang Panakkukang 2 Tidak putus 
Sumber data :  Kanwil BRI Ahmad Yani 2015   
 
 
 
 
69 
 
Agar kebijakan-kebijakan maupun ketentuan-ketentuan yang 
diwajibkan oleh Bank Rakyat Indonesia tidak mendapat tanggapan negatif 
dari para nasabahnya. Bank Rakyat Indonesia melakukan sosialisasi dan 
menyampaikan secara bijak kepada nasabah, bahwa ketentuan prinsip 
mengenai nasabah (know your customer principles) merupakan hal yang 
sangat penting untuk menjaga tingkat kesehatan bank dan demi kelancaran 
transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah. Di samping itu. Bank 
Rakyat Indonesia juga memasang pamflet dan brosur-brosur mengenai 
prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) sesuai dengan 
ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 
 
2. Praktek Terhadap Nasabah 
Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (know 
your customer principles) dalam setiap transaksi yang dilakukannya tentu 
saja berkaitan dengan nasabah bank itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa 
prinsip mengenal nasabah mengharuskan bank untuk lebih mengenal profil 
nasabahnya dan bahkan harus meminta informasi yang sangat pribadi dari 
nasabah yang bersangkutan,  
Prinsip mengenal nasabah akan terlaksana apabila nasabah 
bekerjasama dengan bank yang bersangkutan, dengan kata lain prinsip 
mengenal nasabah ini harus dilaksanakan secara bersama-sama antara 
 
 
70 
 
bank dengan nasabahnya. Oleh karena itu, bank harus mensosialisasikan 
dengan sangat baik tentang pentingnya prinsip mengenal nasabah, agar 
nasabah tidak terganggu dengan adanya ketentuan ini. 
Seorang nasabah Bank Rakyat Indonesia, sebut saja Bapak Ali (bukan 
nama sebenarnya) yang mengatakan bahwa ketentuan prinsip mengenal 
nasabah ini bagus, agar seluruh nasabah yang menabung dapat merasa 
aman dan uang yang ditabungnya di bank tidak dicurigai. Ia juga 
menambahkan, bahwa tidak ada salahnya mengisi formulir KYC (Know Your 
Customer) kalau memang sudah aturannya begitu. Di samping itu ia 
mengatakan bahwa dengan adanya ketentuan prinsip mengenal nasabah 
tidak pernah mempersulit dirinya, dan ia merasa lancar-lancar saja dalam 
melakukan transaksinya di bank.  
Menurut penulis, adanya kekhawatiran bank bahwa ketentuan prinsip 
mengenal nasabah ini dapat mengurangi volume nasabahnya sebenarnya 
tidak beralasan. Hal ini dikarenakan dari hasil penelitian yang penulis 
kemukakan di atas, para nasabah yang mempunyai dana besar di bank tidak 
merasa keberatan dengan adanya ketentuan prinsip mengenal nasabah. 
Nasabah yang merasa terganggu dengan adanya ketentuan prinsip 
mengenal nasabah ini, menurut penulis adalah nasabah yang patut dicurigai 
oleh pihak bank. Sebab, apabila nasabah yang bersangkutan merasa 
terganggu dan tidak nyaman dengan pertanyaan dari bank tentang asal-usul 
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uangnya maupun tujuan transaksinya, maka pihak bank harus curiga kenapa 
seseorang malah terganggu jika pertanyaan yang diajukan sesuai dengan 
bisnis yang ia lakukan.  
Namun selama ini, tidak dapat dipungkiri bahwa pihak banklah yang memberi 
angin segar kepada para nasabahnya yang melakukan transaksi yang 
mencurigakan (suspicious transaction). Hal ini dikarenakan bank tidak mau 
kehilangan nasabah yang memiliki dana besar di bank, padahal dana yang 
dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan belum jelas asal-usulnya. 
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B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Bank Dalam Melaksanakan 
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) 
Dalam menerapkan suatu ketentuan yang baru, sudah pasti 
menimbulkan tanggapan yang berbeda-beda dari berbagai pihak.Baik itu 
tanggapan positif, maupun tanggapan dari pihak yang merasa keberatan 
dengan adanya ketentuan tersebut. Begitu juga halnya dengan prinsip 
mengenal nasabah (know your customer principles) yang merupakan suatu 
ketentuan yang relatif baru bagi dunia perbankan.  
Dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah, bank tentu 
mengalami kesulitan-kesulitan baik yang berasal dari bank itu sendiri, 
maupun kesulitan-kesulitan yang bersumber dari nasabah bank yang 
bersangkutan.Dari penelitian yang penulis lakukan, hambatan-hambatan 
yang dihadapi oleh setiap bank dalam melaksanakan prinsip mengenal 
nasabah tidak jauh berbeda, yaitu berasal dari hubungan bank dengan 
nasabahnya. Dengan kata lain, kendala yang dihadapi oleh bank berasal dari 
tingkah laku nasabahnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bank 
dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah, yaitu berupa : 
1. Calon nasabah tidak bersedia (keberatan) untuk mengisi formulir KYC 
(Know Your Customer) yang disediakan oleh pihak bank;  
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2. Calon nasabah tidak mengisi secara lengkap formulir KYC (Know Your 
Customer) yang disediakan, yaitu hanya menulis nama dan KTP 
(Kartu Tanda Penduduk) saja;  
3. Nasabah tidak jujur dalam mengisi formulir KYC (Know Your Customer) 
yang disediakan oleh pihak bank;  
4. Dan terkadang, nasabah mengalihkan pembicaraan ketika ditanyakan 
informasi-informasi yang bersifat pribadi berkaitan dengan transaksi 
yang dilakukannya.  
5.  karena sekarang masyarakat sudah memiliki e-KTP. Ketika nasabah 
membuka rekening baru dengan menggunakan e-ktp pihak bank 
hanya memerika data melalui internet karena semua data tersebut 
sudah tersedia, jadi para nasabah susah untuk memalsukan data 
tersebut. 
Berkaitan dengan adanya hal yang bertolak belakang antara 
penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) 
dengan asas kerahasiaan bank (bank secrecy), setiap bank pada umumnya 
berpedoman kepada Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa 
asas kerahasiaan bank tidak berlaku untuk kepentingan perkara pidana, 
perdata, perpajakan, utang-piutang, dan hal-hal lain yang disebutkan dalam 
Pasal 41, 42, 43 dan pasal 43 Undang-Undang Perbankan.  
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Khusus untuk Bank Rakyat Indonesia, hal ini telah diatur dalam 
ketentuan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip mengenal nasabah 
yang dituangkan dalam SK Direksi Bank Rakyat Indonesia. 
Dalam surat keputusan ini, dijelaskah bahwa asas kerahasiaan bank 
(bank secrecy) tidak berlaku apabila terdapat suatu transaksi yang 
mencurigakan (suspicious transaction). Dengan kata lain, pihak bank boleh 
memberikan data-data pribadi nasabah maupun informasi tentang transaksi 
yang ditakukan oleh nasabah yang bersangkutan, kepada pihak yang lebih 
berwenang dalam rangka terlaksananya prinsip mengenal nasabah dan 
untuk melindungi bank dari tindakan pidana yang dilakukan oleh nasabah. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
a. Upaya-upaya yang dilakukan oleh bank dalam melaksanakan prinsip 
mengenal nasabah pada prinsipnya adalah sama, yaitu harus 
berdasarkan pada pedoman standar yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia. Setiap calon nasabah yang mau membuka rekening pada 
bank, harus mengisi formulir KYC (Know Your Customer Principles) yang 
disediakan oleh bank. Formulir KYC ada yang berupa CIF (Customer 
Identification Formulir) dan FIDN (Formulir Informasi Data Nasabah), dan 
formulir ini merupakan pedoman pelaksanaan prinsip mengenal nasabah 
yang ada pada setiap bank. Apabila bank mengalami transaksi yang 
mencurigakan (suspicious transactions), maka bank terlebih dahulu harus 
melakukan verifikasi terhadap transaksi tersebut. Apabila hasil verifikasi 
tidak meyakinkan pihak bank akan kebenaran transaksi tersebut, maka 
bank akan membuat laporan transaksi yang mencurigakan (suspicions 
transactions report/STR) dan melaporkannya kepada divisi khusus bank 
yang menangani masalah transaksi yang mencurigakan. Setelah 
semuanya terbukti dan transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi 
yang mencurigakan maka masalah ini akan dilaporkan pada Bank 
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Indonesia dan PPATK untuk ditindak lebih lanjut, dan kemungkinan 
pemblokiran transaksi dan rekening dapat terjadi. 
b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh bank dalam melaksanakan prinsip 
mengenal nasabah pada transaksi perbankan, umumnya berasal dari 
hubungan bank dengan nasabahnya, yaitu berasal dari perilaku nasabah 
yang merasa keberatan untuk mengisi formulir KYC yang disediakan oleh 
bank. Dan kendala yang berkaitan dengan asas kerahasiaan bank (bank 
secrecy), setiap bank pada umumnya berpedoman pada Undang-Undang 
Perbankan yang menyatakan bahwa asas kerahasiaan bank tidak berlaku 
untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, perdala, pajak dan hal-
hal lain yang diatur dalam Pasal 41, 42, 43 dan pasal 43 Undang-Undang 
Perbankan. 
 
B. Saran-saran 
a. Perlunya pengawasan yang lebih intensif dari lembaga yang berwenang 
dalam mengawasi pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang 
dilakukan oleh setiap bank dalam setiap transaksi perbankan.  
b. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya penerapan prinsip mengenal 
nasabah dalam transaksi perbankan, tidak hanya pada para nasabah 
bank saja, tetapi pada seluruh masyarakat dan seluruh instansi yang 
terkait.  
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c. Renting untuk ditinjau kembali tentang sanksi yang akan dikenakan 
terhadap bank yang tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah, 
karena sanksi tersebut dirasa kurang melindungi kepentingan negara dari 
tindakan nasabah maupun tindakan bank yang dapat merugikan negara.  
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